BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah sati+'ibadah al-maliyah. Tidak seperti zakat,
infag, dan sedekah, keberadaan wakaf sebafdibadah al-maliyah tidak
terdapat secara eksplisit di dalam Alquran. Pemggdiukum wakaf dilakukan
ulama dengan mengelaborasi pesan-pesan implisimdalquran dan bersandar
pada teks-teks hadis Rasulullah SAWeks-teks hadis terkait hukum wakaf
menurut az-Zarga (tt: 19) merupakan hukymali dan umum. Adapun rincian
hukum wakaf sebagaimana terdapat dalam kajian $iggthuanya merupakan hasil
ijtihad. Dengan posisi hukum wakaf yang tidak sasegakat, sedekah dan infaq,
institusi wakaf berkembang secara kuat dalam peasaathhukum dan budaya

masyarakat Islam. Menurut Hoekter (2003: 145) darbagai bentuk filantropi

"Hadis yang menjadi sandaran utama pembahasan wakaf adalah hadis dari Ibnu Umar yang dalam
riwayat Muslim sebagai berikut:

A Jgmey b JU88 L 0 paling alu g adle dl Lo il (8 i Lia )l jee il
OV (JB € 4y 55l Lad die gnie il g a8 Ve caal ol i L i a3
Ay By QBN g (B s el ) (8 jee Baai JB g V5 &)
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Pembahasan wakaf dalam sahih Muslim terdapat dalam kitab wasiat bab al-waqf, hadis 1632 -
1633 (Muslim: Juz 3, 1255), Dalam Jami’ at-Turmuzi pembahasan wakaf ini terdapat dalam
kitab Ahkam Bab al-waqf hadis ke 1431-1432 (Turmuzi: Juz 5, 389), Pembahasan wakaf
dalam Sunan An-Nasa’i terdapat dalam kitab al ahbas hadis 3599-3563 dan kifab al ahbas Bab
habs al-masya’ hadis 3605 (an-Nasa’i: Juz 6, 540-542. Dalam Sunan Abu Dawud dalam kitab
al-wasaya dalam bab ma ja’a fi ar-rajul yuqif al-waqf hadis 2880-2881 (Sunan Abu Dawud,
Juz 8, 459-461)



Islam yakni zakat, sedekah, dan wakaf, hanya wgataf berkembang menjadi
institusi-institusi hukum yang berkembang secaraupe

Institusi wakaf berkembang secara mapan dan mekaletkontribusi
besar terhadap perkembangan Islam dalam menopanmbada-lembaga
pendidikan Islam atau madrasah. Peran menonjol fwdipat dilihat pada
berbagai sarana pendidikan Islam di Mekah dan Médyang dibiayai oleh dana
wakaf (Najib, 2006: 1). Oleh karena itu studi-stymBrkembangan lembaga
pendidikan Islam tidak akan lepas dari studi atakgmbangan institusi wakaf
(Makdisi, 1981: 35).

Penataan manajemen dan pengelolaan wakaf diatamdalUndang-
undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutigiagkat UU Wakaf) dan
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentangkgmela UU Wakaf
(selanjutnya disingkat PP Wakaf). Undang-undangni@empunyai semangat pada
penataan manajemen dan pengelolaan wakaf sehinggeapai hasil yang
maksimum yang kemudian dikenal dengan istilah wagedduktif. Wakaf
produktif didefinisikan oleh Mubarak (2008: 16)bagai proses pengelolaan
benda wakaf untuk menghasilkan barang dan jasa iyekgimum dengan modal
yang minimum.

Kemunculan paradigma wakaf produktif merupakan latap
paradigmatik dalam perwakafan di Indonesia. Peravatari pengertian wakaf
berupa derma barang tidak bergerak, khususnya t&eaakaf yang mencakup
keseluruhan barang dan jasa yang mempunyai nilancki. Pergeseran

paradigma juga terjadi pada penekanan konsep wakejeseran dari makna asal



kata wakaf daral ahbas ke makna lain yaknat-tasbil. Pergeseran makna ini
berarti pergeseran dari penekanan pada penahaaarpanhguasaan barang ke
produktifitas barang dan jasa

Model wakaf produktif diantaranya adalah wakaf uaigkaf model ini
dikenal pula dengan istilah wakaf tunai. Istilahkafatunai merupakan terjemahan
dari cash wagf sebuah istilah yang dipopulerkan oleh M.A Mannangd® model
sertifikat wakarf tunai.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi fwakeng
memungkinkan pengelolaan wakaf lebih fleksibel. Blodiakaf ini memberi
kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderetahl luas. Wakaf Uang
lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bakgdan juga simbolik yang
memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lbkitagam. Tingkat
partisipasi masyarakat dengan demikian diharapken debih besar karena
nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pac&lecil yang dapat
terjangkau oleh semua kalangan. Kehadiran wakaf umaemungkinkan wakaf
menjadi instrumen derma bagi semua kalangan. Wa&af tidak hanya bagi
orang kaya tapi juga bagi kalangan yang secaraoshkioindak terlalu mapan.

Diskursus wakaf uang telah ada jauh sejak awainlsigebagai gambaran
pada abad kedua Hijriyah telah ada fatwa kebolevelcaf uang dari Ibn Syihab
az-Zuhri (wafat tahun 124 H) (Abi Su'ud, 1998: 2)-2Kebanyakan diskursus
wakaf uang membahas sekitar perbedaan para ulartengekeabsahan wakaf
uang. lbrahim (2009: 4-8) mengelompokkan secars ¢pmsar pendapat tentang

wakaf uang atas pendapat yang membolehkan dan gaelarang. Termasuk ke



dalam pendapat yang membolehkan adalah pendapaultz- Mazhab Hanafi,
Mazhab Maliki, Asy-Syafi'i (dengan catatan belumtediukan apakah yang
dibolehkan oleh Imam Asy-Syafi’i itu mewakafkan airdan dirham sebagaimana
Mazhab Maliki atau mewakafkan untuk disewakan kperhiasan), dan ulama
kontemporer seperti Muhammad Abd Rozak at-Tobtobd@pun pendapat yang
tidak memperbolehkan adalah pendapat Mazhab Sy pendapat Mazhab
Hanbali.

Kajian wakaf uang, dalam konteks Indonesia, maoianggeliat seiring
dengan munculnya gagasan sertifikat wakaf tundi BeA Mannan, Ketua SIBL
(Sosial Investment Bank). Pengalaman Mannan di Bangladesh kemudian menjadi
inspirasi sejumlah kalangan untuk menerapkan moal wagf di Indonesia.
Cash wagf model Mannan kemudian diterjemahkan oleh para g
gagasannya dengan istilah wakaf tunai. Makalah Mianyang diterjemahkan
dengan judubertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,
diterbitkan oleh PIKTI Ul pada tahun 2001. Padautami pula muncul seminar
nasional dengan tema “Wakaf Tunai Inovasi Finarisiaim” yang diadakan oleh
Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitasoha$ia pada tanggal 10
November 2001

Tahun 2002 muncul fatwa MUI tentang kebolehan walaig (aqgf al

nugizd) (MUI, 2003: 86). Fatwa ini menjadi dasar hukum pengembangan model

2 Prosiding seminar ini kemudian dijadikan buku gien judul Wakaf tunai inovasi finansial
Islam: peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesgjahteraan umat, editor Mustafa Edwin
Nasution dan Uswatun Hasanah, Depok: PSTII Ul t&005.

3 Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indimenenetapkan bahwa: (1) Wakaf uang
(cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dikaku seseorang, kelompok orang ,
lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang t@)ar.efmasuk ke dalam pengertian uang



wakaf tunai di Indonesia. Kemunculan fatwa ini mgnkkan antara wakaf uang
dan wakaf tunai dipandang sebagai dua istilah sama.

Penggunaan istilah wakaf uang, secara legal ndirsaharusnya menjadi
satu-satunya istilah baku di Indonesia setelah Uakai/ditetapkan. UU Wakaf
secara tegas menggunakan istilah wakaf uang dajapgan wakaf uang. Namun
uniknya, penggunaan istilah wakaf tunai sebagdlalistyang senada dengan
wakaf uang tetap dipergunakan di masyarakat dakapamasih digunakan dalam
terbitan resmi pemerintah. Buku panduan wakaf ydierbitkan Departemen
Agama masih menggunakan istilah wakaf tunai untakak uang. Buku-buku
tersebut, di antaranya, adalah buku karangan AchDjadaidi dkk, berjudul
Srategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia diterbitkan oleh Direktorat
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingansysiakat Islam
Departemen Agama RI, 2006. BukPerkembangan Pengelolaan Wakaf di
Indonesia diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf DirektorJenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RIraP006 di dalamnya
terdapat bahasan pengelolaan wakaf tunai.

Peristilahan wakaf uang menjadi tidak seragam anparistilahan yang
ditetapkan secara legal formal dalam regulasi waleafg dengan yang ada di
masyarakat. Istilah wakaf uang secara legal fotelah final sebagai istilah yang
ditetapkan perundang-undangan. Namun istilah wa&afj, dalam kajian sosio-

legal dan dari perspektif perilaku hukum masyaraketsih menjadi istilah yang

adalah surat-surat berharga (3) Wakaf uang hukurfawaz (boleh) (4) Wakaf uang hanya

boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yaibgldhkan secara syar'i (mashraf mubah).
(5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariga, tidak boleh dijual, dihibahkan dan

atau diwariskan (MUI, 2003: 86).



masih diperdebatkan. Masih terdapat kerancuan ahistilundang-undang
menggunakan istilah wakaf uang namun realitas dyarakat masih banyak
yang menggunakan istilah wakaf tunai.

Pengelolaan derma uang bagi umat Islam dalam hukositif di
Indonesia dipayungi dua undang undang yakni undaggng pengelolaan zakat
dan UU wakaf. Pengelolaan zakat diatur dalam UU 3&tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat kemudian diperbaharui dengan Ol2R tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat (selanjutnya disingkat UU Zakaengelolaan wakaf diatur
dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengamtolzakat dan wakaf
sebagai instrument pengelolaan derma di masyarsk@&h menjadi wilayah
hukum positif di Indonesia. Pengelolaan zakat dakai yang dilakukan oleh
masyarakat secara tidak langsung mencerminkanakeriinasyarakat terhadap
hukum positif di Indonesia.

Pengelolaan zakat pasca UU Zakat mengalami perkegaba yang
signifikan baik pada jumlah lembaga pengelola maupmlah dana perolehan
secara nasional. Gambaran perkembangan penggaldiaganzakat pasca UU
zakat tergambar sebagaimana diagram, yang diolaldata yang diungkapkan

oleh Abidin (2008: 5-6), di bawah ini



Tabel 1

Dana Ziswaf yang Digalang oleh UPZ/BAZ

Total Penggalangan UPZ/BAZ

< 150,000
s
=]
€ 100,000
s
3
£ 50,000
o
[1]
© 0
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
\ W Series1| 8,416 | 9,494 22,935(17,199|13,053|61,944(137,68/54,279

Perolehan dana bulanan Badan Amil Zakat Nasionael@njutnya
disingkat Baznas) pada tahun 2Dfdrcermin sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 2

Perolehan Dana Baznas 2011
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Total perolehan dana Baznas pada tahun 2011 seb&$673.740.784,97.
Perolehan ini ada sedikit penurunan dari perolepada tahun 2007 yang

mencapai 54 miliar lebih.

* Unit Pengelola Zakat (selanjutnya disingkat UPZh adan Amil Zakat (selanjutnya disingkat
BAZ)

® Data perolehan dana Baznas 2011 diolah dari lapkeaangan yang dipublikasikan online di
http://www.baznas.or.id/laporan-2/?category=1 ydumduh pada tangga; 30 juni 2012




Tabel 3

Dana Ziswaf yang Dikelola Oleh 27 LAZ Anggota FOZ

2000 5

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 200 2006 | 2007
’lSeriesl 33161 | 52797 | 55680 | 68406 |128355 | 233986 230613 | 154340

SERER

Tabel perolehan dana Baznas dan FOZ di atas séidata langsung
mencerminkan adanya peningkatan yang signifikarighrdana yang terhimpun.
Peningkatan dana terhimpun sekaligus mencerminleningkatan kesadaran
masyarakat tentang zakat. Hal ini menunjukkan aalgpr@ningkatan kepercayaan
terhadap lembaga pengelola zakat baik yang diked#¢h Baznas atau oleh
Laznas.

Perkembangan pengelolaan wakaf tidak berkembangagagbana
peningkatan perkembangan pengelolaan zakat. Pémmelovakaf terkesan
berjalan di tempat. Lambannya perkembangan (babkianindikasi mundur di
beberapa lembaga), terjadi baik yang dikelola dBddan Wakaf Indonesia
(selanjutnya disingkat BWI), Laznas atau wakaf yatikelola oleh lembaga

khusus pengelola wakaf. Perkembangan kurang mermggd@an dalam

® Forum Zakat (selanjutnya disingkat FOZ) merupakaom lembaga-lembaga amil zakat (yang
kemudian disingkat (LAZ) di luar Baznas.



pengelolaan wakaf dibanding pengelolaan zakahtdrliari perbandingan antara
nilai dana wakaf yang dihimpun Laznas dengan waala yang dihimpun masih
sangat jauh. Sebagai contoh sebagaimana tercemmirdata yang diolah dari
neraca keuangan PKPU tahun 2008 - 2009 sebagatataglalibawah ini:

Tabel 4

Rekap Dana PKPU tahun 2008 - 2009

Sumber Dana 2008 2009

Dana Zakat 10,191,347,756.00 | 7,384,498,880.00
Dana Kemanusiaan 5,160,061,722{002,595,444,903.00
Dana Kemitraan 1,241,100,057.00 1,019,511,415.00
Dana Proyek 1,821,155,181.00 433,126,567.00
Dana Wakaf 487,732,365.00 267,470,000.00
Dana Fasilitas Umum 845,310,998/00 102,800,494.00
Jumlah Dana 19,746,708,079.0011,802,852,259.00

Pengelolaan wakaf uang oleh lembaga yang secarsughonelakukan
pengelolaan wakaf uang masih sangat terbatas bada gumlah lembaga
pengelola maupun pada total jumlah dana yang dinmpgeberadaan lembaga
pengelola khusus wakaf uang di Indonesia masitkaetiantaranya TWI, Water
dan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. (selarguthgingkat YWBNB).
Jumlah lembaga pengelola wakaf uang yang sediktara tidak langsung,
mencerminkan perkembangan wakaf uang belum mengge@mb dan jauh dari

potensi wakaf uang yang terdapat di masyarakaniesla.

" Data diolah dari neraca keuangan PKPU 2008 — 208bil dari www.pkpu.or.id dan diunduh
secara lengkap di_ http://www.scribd.com/tag/lap&tdfikeuangan%20 pkpu?l=84 pada
tanggal 08/07/2011.
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Situasi di atas sekaligus mencerminkan pengelol@akaf uang yang
belum seragam dan belum berkembang baik. Adany@egaan yang signifikan
antara nilai derma uang dengan model derma wakaZt#oleh lembaga Laznas
dan pertumbuhan lembaga pengelola wakaf uang ymlad terlalu banyak
menimbulkan pertanyaan apakah pengelolaan wakafl winindonesia telah
mencerminkan model pengelolaan wakaf uang sebagairgang diamanatkan
oleh UU No. 41/2004, dan apakah sikap lembaga-lgmh@#engelolaan wakaf
uang memberikan kontribusi langsung maupun tidagdang terhadap lemahnya
perkembangan wakaf uang di Indonesia.

Kehadiran UU Wakaf dan fatwa MUI ternyata belum jadnstimulus
kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uangddindsia. Kondisi ini
menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran UU Wakaf dmulasi-regulasi di
bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wadad) sesungguhnya di
kalangarstakeholder wakaf. Secara lebih jauh diasumsikan kehadiraraivang
hanyalah sebuah proses legislag down yang tidak mencerminkan kesadaran
hukum di masyarakat sesungguhnya, sehingga rediieatik ideal wakaf uang

hanya bersifat utopis.

B. Permasalahan

Fungsi undang-undang sebagai realitas sosial deayasa sosial diuiji
dalam konteks penerapan wakaf uang di IndonesikaiN@mng sebagai instrumen
derma keagamaan yang diatur undang-undang di Isdgndikaji pengaruhnya

terhadap pola berderma dan motif berderma sertgep@aan derma di Indonesia.
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Realitas implementasi regulasi wakaf uang pascaN@ldaf diteliti untuk

menjawab permasalahan:

1)

2)

1)

2)

Bagaimana wakaf uang dipahami, diterima dan diterapoleh lembaga-
lembaga pengelola wakaf uang?

Bagaimana kecendrungan perkembangan pengelolaaraf wakng oleh
lembaga-lembaga pengelola wakaf setelah enam tdhuiMvakaf ditetapkan

di Indonesia?

. Tujuan

Atas dasar permasalahan di atas maka penelitideritujuan:
Memaparkan secara kritis realitas pemahaman daerggeen wakaf uang di
Indonesia pasca undang-undang wakaf oleh lembagaalga pengelola
wakaf uang.

Memaparkan kecendrungan perkembangan pengelola&af weang oleh

lembaga-lembaga pengelola wakaf uang di Indonesia.

Signifikansi

Kajian wakaf uang baik secara normatif maupun esfgbih tertuju pada

idealisasi peran wakaf uang dalam konteks kehidupedern. Optimisme

kebangkitan peran sentral wakaf sebagai modal Isasituk kesejahteraan

masyarakat banyak muncul seiring dengan pengembangadel-model

implementasi wakaf uang.

Idealisasi peran wakaf uang di Indonesia tergardbagan ditetapkannya
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undang-undang dan regulasi-regulasi lain terkaigee pengaturan wakaf uang.
Semangat utama dari berbagai regulasi ini adalataisgat untuk membangkitkan

lagi elan vital wakaf dengan format dan model yaeguai dengan perkembangan
sistem ekonomi modern. Semangat dan idealita pamgysung gagasan wakaf
uang dalam kenyataannya mendapat respon yang kseéingpal dari masyarakat

dibanding dengan peminatan derma dengan modekbdarm

Model derma selain wakaf uang, yakni zakat, infap dedekah di
Indonesia mengalami perkembangan yang sangatksigifiHal ini dapat dilihat
dari banyaknya lembaga-lembaga yang bergerak sebaghzakat, infaq dan
sedekah. Kemunculan regulasi zakat di Indonesiaréilgi dengan kebangkitan
animo masyarakat dalam berderma dengan instrunadat,zinfaq dan sedekabh.
Keberadaan wakaf uang, sebagai salah satu instrireeterma yang secara
teoretis lebih menjanjikan dan lebih berkelanjuteurang mendapat respon yang
menggembirakan di kalangan masyarakat.

Respon masyarakat terhadap model derma wakaf uamgnd
menggembirakan. Kondisi ini menjadi indikasi awab&radaan regulasi wakaf
uang belum dipahami, diterima dan atau diteraphkeim semuatakeholder wakaf
uang. Studi ini dapat menjadi media komunikasidde gagasan tentang wakaf
uang antara penggagas dan regulator wakaf uarenidsl! ini BWI) dengan para
elit masyarakat pengelola wakaf uang. Kajian irmadapkan bisa menemukan

akar masalah implementasi wakaf uang di Indonasiarig efektif.
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E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema bahasan mengenai wakaf ddafwang di
Indonesia telah ada dengan lokasi dan fokus yaregbhm. Penelitian-penelitian
tersebut secara garis besar dapat digolongkan pada:

1) Penelitian Wakaf di Indonesia

Disertasi Hasanah (1997) mengenai pengelolaan wekafakarta
Selatan memberi gambaran bahwa nazhir wakaf umumgiah perorangan
dan pemahaman mereka masih berdasarkan fikih yasdrterbatas. 74,62%
tanah wakaf digunakan untuk fasilitas ibadah das3&%6 untuk
pembangunan sekolah, pesantren, dan sarana pemdidilPeneliti
menyimpulkan pengelolaan wakaf di Jakarta Selataiuntb mampu
mewujudkan kesejahteraan umat dan peranannya datemcerdaskan
kehidupan bangsa masih kecil.

Penelitian yang berjudul “Wakaf untuk keadilan absPotensi dan
permasalahan di Indonesia” dilakukan oleh tim p&n€lSRC UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005. Penelitidfakwakan dalam dua hal
yakni penelitian pustaka yang meneliti tentang kpngvakaf dan keadilan
sosial dan bagaimana praktek wakaf di berbagahbel dunia yakni Kuwait,
Malaysia, Mesir dan Turki. Kedua penelitian lapangang difokuskan pada
presepsi dan praktek nazhir wakaf dalam mengelakafy

Studi kasus atas beberapa lembaga filantropi Isthnindonesia
termasuk di dalamnya tiga lembaga wakaf yakni pletepgan wakaf di Pondok

Modern Gontor, Badan Wakaf Universitas Islam Incddmedan Pesantern
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Tebuireng Jombang yang dilakukan oleh tim CSRC UdiKarta tahun 2005.
Studi ini mendeskripsikan wakaf dan pengelolaan aivak tiga lembaga
pengelola wakaf tersebut.

Wakaf produktif di Indonesia diteliti oleh Yusuf yno, Muhyar Fanani
dan Adnan dari IAIN Walisongo Semarang pada tah@@72 Studi tentang
wakaf produktif dilakukan dengan studi kasus tedpaghengelolaan aset
wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo 1958 — 200@gé€lelaan wakaf
produktif di Pondok Gontor diuraikan secara desKrigian dianalisis tingkat
kesesuaian pengelolaannya dengan Undang Undadd ¥2004 dan PP no
42/2006 tentang wakaf.

Pemberdayaan pengelolaan Wakaf dikaji oleh Syaul2@i6) dengan
studi kasus di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus di usudSyaukani
menyimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan di kabgéudus mayoritas
masih menggunakan manajemen tradisional dalam pererjenis benda
yang diwakafkan, motivasi berwakaf, atau peruntalgan Mayoritas benda
yang diwakafkan masih berupa tanah. Motivasi makydrberwakaf masih
bersifat keagamaan dengan didukung oleh kemampeamangan wakif.
Kebanyakan peruntukan benda wakaf masih bersifakuatif, dengan urutan
pertama untuk tanah makam, kemudian masjid, mushalbn sarana
pendidikan.

Disertasi Miftahul Huda (2011) ditulis dengan judi®engelolaan
Wakaf dalam PerspektiFundrising.” Disertasi ini menunjukkan tiga pola

penggalangan wakafupdrising) yang dilakukan para nazhir ketiga lembaga
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itu. Tiga pola itu adalah: 1) pola menghimpun watkafi sumber-sumber yang
tersedia, baik dari masyarakat perorangan, perasah@aupun pemerintah, 2)
pola menciptakan produktifitas aset-aset wakaf yawtpa dengan cara
membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian pakebunan, serta
mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkamg@atan bagi nazhir,
dan 3) pola memberdayakan distribusi hasil wakatikumasyarakat umum
(mauquf alaih) dengan memaksimalkan program penyaluran hasiaivwsng
memberdayakan baik finansial maupun non-finansigherti pendidikan dan
kajian Islam, pelayanan sosial, dan pemberdayasial skonomi masyarakat
bagi kesejahteraan mereka.

Disertasi Sudirman (2012) ditulis dengan judul “lempentasi nilai
total quality management dalam pengelolaan wakaf di Dompet Dhuafa dan
Pondok Pesantren Tebuireng”. Kesimpulan disertdsiah 1) Dalam hal
fokus kepada pelanggan, Dompet Dhuafa dan PP TBelguimemberikan
pelayanan yang baik kepada pelanggan. 2) Untukapeuh proses, Dompet
Dhuafa dan PP Tebuireng sama-sama melakukan séjuk@giatan dan
terobosan yang berorientasi kepada perbaikan. BnbDhal keterlibatan total,
Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng melibatkan seluleren lembaga, mulai
dari pimpinan, karyawan, hingga mitra kerja.

Disertasi Nawawi (2012) mendeskripsikan dinamikenjg@an wakaf
di Nahdlatul Ulama. Peneliti menyimpulkan terdagisamika pemikiran NU
tentang wakaf yang berkembang dari satu metode ékeda yang lain yang

sesuai dengan sosio-kultural NU.
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Penelitian aspek legal formal wakaf uang di Indanes

Penelitian individual sekaligus tesis tentang timaja yuridis mengenai
wakaf uang dalam hukum Islam dilakukan oleh Susiliapa (2003) dengan
menggunakan pendekatan yuridis, historis dan smgglPenelitian dilakukan
sebelum lahirnya UU wakaf sehingga kesimpulan psneldari aspek yuridis
hanya mencerminkan legalitas wakaf uang tunai dal@kih Islam.
Kesimpulan lain dari penelitian ini memandang peatibentuknya lembaga
independen dan kredebel untuk mengelola wakaf tiaray.

Chaira (2006) meneliti mengenai masalah hukum pelagen wakaf
uang antara wakif dan nazhir oleh lembaga TWI. ikesilan penelitian ini
adalah 1) TWI sebagai nazhir wakaf uang telah markan dana wakaf uang
ke berbagai program yang dimiliki. 2)TWI telah melkan penggalangan
wakaf uang sebelum UU Wakaf lahir, yakni tahun 2@@iika wakaf uang
masih dikelola oleh Dompet Dhuafa.

Penelitian presepsi masyarakat.

Presepsi masyarakat tentang wakaf uang ditelitt &am’ani (2003)
dengan batasan presepsi Ulama NU dan Muhammadigth Fkekalongan.
Terdapat perbedaan presepsi ulama NU dan Muhamataddi kota
pekalongan terhadap keabsahan wakaf tunai. Pembgoadangan ulama
atas keabsahan model wakaf tunai terbagi antarg yaenolak dan yang
menerima. Keragaman penolakan dan penerimaan sdrdagkalangan NU
dan Muhammadiyah. Penulis cendrung menerima kdaanawakaf tunai

Penelitian individual sekaligus tesis tentang pessepesantren
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terhadap wakaf uang: Pesantren di Jabotabek oléfafdaul Quddus (2009).
Tesis ini membahas mengenai persepsi kiai pesatérbadap wakaf uang
dan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi persKiai pesantren
terhadap wakaf uang tersebut. Faktor atau varigéed) digunakan adalah
pemahaman terhadap wakaf, informasi mengenai walafg, tingkat

pendidikan formal dan mazhab yang diikuti oleh cegfen. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal asac signifikan

mempengaruhi persepsi Kiai pesantren untuk meneket®lehan wakaf
uang. Sedangkan informasi dan pemahaman terhadags tidak berpengaruh
secara signifikan. Adapun mazhab yang diikuti oledsponden juga
mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap vekey.

Tesis Efrizon A (2008) ditulis tentang faktor-faktoyang
mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf diaKecamatan
Rawalumbu Bekasi dilakukan. Tesis dilatarbekangiehol rendahnya
pemahaman masyarakat akan wakaf uang. Efrizon anafigis faktor-faktor
yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadapf welg dan
seberapa besar faktor-faktor tersebut berpeluangpmegaruhinya. Hasil
penelitian menunjukan bahwa persepsi masyarakan akakaf uang
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadapdia informasi,
pemahaman hukum Islam dan keterlibatan dalam @agsirsosial keagamaan.

Tavianto (2009) melakukan kajian tentang strata#gind positioning
wakaf uang berdasarkan analibisind image pada umat Islam di Jakarta dan

sekitarnya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahagdmana menetapkan
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brand positioning dari wakaf uang dengan melalui analisiand image pada
umat Islam di Jakarta dan sekitarnya. Fakta bahwa wakaf uang masih
rendah di mata umat Islam menjadi alasan dilakikagian ini. Kesimpulan
tesis adalah 1) Masih banyak umat Islam yang behémnah mendengar
tentang wakaf uang 2) Wakaf masih dipersepsi haligikukan oleh orang
kaya yang memiliki harta berlebih. 3) Wakaf Uandpasknya diposisikan
berdasarkanhigh touch positioning yaitu penetapan posisi berdasarkan
sentuhan tingkat tinggi melalui pendekatan emosidmrupa kesolehan
beragama.

Studi kasus pada pengelolaan wakaf uang oleh hEbdéeabaga pengelola
wakaf uang.

Penelitian individual sekaligus tesis dilakukanhoBuliyanto (2009)
mengenai faktor variabel perspektif nazhir terhag@pang peningkatan dana
wakaf uang: studi kasus pada Dompet Dhuafa Repub(&elanjutnya
disingkat DD Republika) dan Pos Keadilan Peduli UifRKPU). Tesis ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari varialeesgektif nazhir wakaf
uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf (Remulis mengadakan
survey pada Yayasan DD Republika dan Yayasan PRAtiabel perspektif
nazhir, dalam penelitian ini, terdiri dari profesadisme nazhir, sosialisasi,
sistem database, network/jaringan kerja, dan regulblasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel profesionalisme nazhemitiki pengaruh
terhadap pelung peningkatan dana wakaf uang, skaarg-empat variabel

lainnya tidak mempunyai pengaruh signifikan.
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Disertasi Hendra (2008) mendeskripsikan wakaf uatigam
penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan kasdis di Tabung Wakaf
Indonesia (selanjutnya disingkat TWI) dan wakafgidfuamalat Baitul Mal
Muamalat (selanjutnya disingkat BMM). Disertasi méngkaji peranan wakaf
Uang dalam penanggulangan kemiskinan di Indonsisudnya dalam studi
kasus di TWI dan BMM. Hasil penelitian menunjukkasianya peran positif
wakaf uang dalam penanggulangan kemiskinan namwwihnsangat terbatas
karena masih kecil nilai serta jangkauan lembageafvaang yang ada. Peran
ini, dalam jangka panjang, akan berkembang seagmndilkan karena program
wakaf uang yang ada secara tidak langsung akaneantsian kaum miskin
penerima manfaat wakaf uang menjadi pewakif baru.

Penelitian individual dilakukan oleh Muhyar Fan§009) mengenai
pengelolaan wakaf tunai: studi pebandingan atabdga TWI, PKPU dan
BMM. Pengelolaan wakaf di tiga lembaga tersebueskdpsikan kemudian
dibandingkan persamaan dan perbedaannya serta liigean problem-
problem manajerial yang dihadapi oleh masing-mak&ngpaga.

Disertasi Rozalinda (2010) membahas mengenai palagel wakaf
uang, studi kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TMiinpet Dhuafa
Republika. Disertasi ini membatasi kajiannya padanajemen investasi
wakaf uang dengan studi Kasus di TWI. Temuan disefhi memperkuat
pemikiran Mannan tentangdsh waqf”, dan membantah pendapat ulama yang
berpendapat wakaf uang tidak sah karena uang akgagd. Studi Kasus ini

menyimpulkan bahwasanya pengelolaan wakaf yandkukién oleh TWI
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tidak semuanya sesuai dengan prinsip wakaf danoekiolslam. Penggunaan
wakaf untuk layanan sosial dan pendidikan secacmatis meniadakan
keutuhan nilai pokok harta wakaf.

Penelitian wakaf dan wakaf uang yang ada dapatlafigkan pada:
penelitian aspek legal formal, penelitian persempssyarakat dan studi kasus pada
pengelolaan wakaf uang oleh beberapa lembaga magedkaf uang. Penelitian-
penelitian di atas belum ada yang mengkhususkaa pagek perilaku hukum
pengelola wakaf uang setelah UU Wakaf diundanglRosisi penelitian ini,
terhadap penelitian-penelitian mengenai wakaf useigelumnya, terletak pada
model penelitian yang dipilih sebagai penelitiasisdegal wakaf uang pasca UU
wakaf, dengan unit analisis lembaga-lembaga pelagelakaf berskala nasional

atau yang memungkinkan diakses secara nasional.

F. Metode

1. Pendekatan

Sosio-legal dipilih sebagai model penelitian ineb&gai penelitian sosio-
legal, penelitian ini memanfaatkan metode penalitssial dalam mengkaji
realitas penerapan hukum wakaf uang yang terdagdamdUU Wakaf. Metode
penelitian ilmu sosial yang digunakan adalah p#aagli kualitatif dengan
pendekatan fenomenologis.

Penelitian ini mencoba memberikan deskripsi padhtas wakaf uang di
Indonesia dengan perspektif fenomenologis. Perspgakimempelajari manusia

tanpa menanyakan penyebab dari fenomena itu, agalitbyektifnya dan
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penampakannya. Fenomenologi tidak beranjak damrenatan fenomena seperti
yang tampak adanya, namun sangat meyakini bahveanfema yang tampak itu
adalah obyek yang penuh dengan makna transend@iédd. karena itu untuk
memperoleh kebenaran maka harus menerobos meléenponena yang nampak
itu (Kuswarno, 2009: 2).

Peneliti dengan prespektif fenomenologis bertolakakt atas dasar
normatifitas dan atau atas apa seharusdgsJein) dari pelaksanaan wakaf uang
di Indonesia. Penelitian berangkat dari posisi [engang memberikan ruang
pada subyek penelitian dan atau informan untuk neeikdn deskripsi wakaf
uang dalam prespektif masing-masing. Kerangka tisogang dimiliki oleh
peneliti hanya bersifat pengantar untuk penajananpéndalaman dalam proses
penggalian data dari subyek penelitian.

Penelitian terhadap wakaf uang di Indonesia paddaWakaf ditujukan
pada semua lembaga pengelola wakaf uang berskalanah Penelitian tidak
memandang tingkat legalitas kelembagaan dan atgalitks transaksi dan
menajemen pengelolaan dalam konteks regulasi wekaj di Indonesia.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembagagelola wakaf uang
sebagastakeholder wakaf uang. Penentuan unit analisis ini dengasaata
1) Masyarakat sebagai wakif dan penerima manfaat wadkad telah ada.

2) Lembaga-lembaga pengelola wakaf uang yang lahiriniaratif masyarakat

mempunyai peran yang signifikan untuk memahamilalari hukum dan

efektifitas hukum khususnya UU Wakaf yang di dalgenmda pengaturan
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wakaf uang

3. Penentuan Subyek Penelitian dan Informan

Subyek penelitian dan informan dipilih secgparposive. Penentuan
subyek penelitian dalam penelitian diawali denganemtuan kriteria lembaga
yang layak jadi subyek penelitian. Kriteria lembgmngelola wakaf uang atau
wakaf tunai yang menjadi subyek penelitian adadambaga berskala nasional dan
atau telah memanfaatkan media online. Informamtliten dari pimpinan atau
pengurus harian dari lembaga-lembaga yang teladmtditan sebagai subyek
penelitian. Atas dasar kriteria dan pertimbangarseteut maka ditentukan
sembilan informan dari sembilan lembaga yakni:

1) Bapak Suhadji Lestiadi (Direktur Pemberdayaan WalgNI). BWI
merupakan regulator yang sekaligus juga berper@amdpengelolaan wakaf
uang. Sesuai amanat Peraturan pemerintah pelakkaneakaf BWI sebagai
pengelola wakaf uang berskala nasional dan daméudanegeri.

2) Bapak Veldi V Armita (Direktur TWI 2009 — 2010). Giang Wakaf Indonesia
(TWI) merupakan lembaga pengelola wakaf uang beeikban di Jakarta.
Lembaga ini diharapkan merupakan varian subyek lpp@anedari lembaga
divisi khusus wakaf dari Lembaga Amil Zakat Nasiona

3) Bapak Yahya Hidayatullah SEl (Ketua Dewan Penguwvskaf Center
kemudian disingkat Water). Water merupakan lemlpsgagelola wakaf uang
berkedudukan di Jakarta. Meskipun masih kecil, Egabini menjadi varian
subyek penelitian dari lembaga pengelola wakafpedderonline.

4) Bapak Sahabuddin (Ketua Program) dan Bapak Sul@fg@ngelola) PKPU
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Pusat. Lembaga ini merupakan varian subyek peaelitlari lembaga
independen, Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznam),skkaligus Organisasi
Sosial Nasional berkedudukan di Jakarta yang melegetakaf tunai.

Bapak Ade (Ketua Program) Baitul Mal Hidayatulldterfudian disingkat
BMH) Pusat. Lembaga ini merupakan varian subyeleligan dari lembaga
otonom dari sebuah Organisasi Kemasyarakatan darasak Lembaga Amil
Zakat Nasional (Laznas) berkedudukan di Jakarteg yaengelola wakaf
tunai.

Bapak Gufron Sumaryono (Ketua) YWBNB. YWBNB terkdiembaga

pelatihan kecerdasan emosional dan spiritual atawoti&nal Spiritual

Quotient (kemudian disingkat ESQ) berkedudukan akada. Yayasan ini
mempunyai program wakaf menara 165, program wakafiguuntuk

pembangunan gedung menara 165 dengan keuntungamwestasi untuk

layanan sosial.

Bapak Tarmidzi (Direktur) Program Penghapal AlquranDarul Quran

(Selanjutnya disingkat PPA-Daqu). Lembaga ini mekam varian subyek
penelitian dari lembaga independen dibawah peng#okbh kharismatik

penganjur sedekah, termasuk Lembaga Amil ZakatdNaki(Laznas) dan
sekaligus Organisasi Sosial Nasional berkedudukdaldrta yang mengelola
wakaf tunai.

Bapak Agus Khalifatullah Shadiq (Ketua Divisi Pemtdzyaan BMM).

Lembaga ini merupakan varian subyek penelitian dambaga sosial yang

dibentuk lembaga perbankan syariah, termasuk Leanhagl Zakat Nasional
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(Laznas) dan sekaligus Organisasi Sosial Nasioeddedudukan di Jakarta
yang mengelola wakaf tunai.

Bapak Zaim Saidi (Ketua Yayasan) Baitul Mal Nusem{&emudian disingkat
BMN). Lembaga ini merupakan varian subyek pendlit@dari lembaga
penghimpun dana Ziswaf secamaline dan menolak keabsahan uang kertas
(termasuk rupiah) serta penganjur kembalinya matagudinar dirham di
dunia Islam

Informasi yang digali dari informan secara garisarderdiri dari:

Profile lembaga yang dikelola.

Pemahaman lembaga terhadap konsep wakaf uang.

Pemahaman dan penerapan regulasi wakaf uang.

Pengelolaan wakaf uang terdiri dari penggalangana,danvestasi dan
pemanfaatan hasil investasi wakaf uang.

Komitmen lembaga dalam investasi dan pemanfaatail hakaf untuk
keadilan sosial.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan pengumpulan d&ander. Peneliti

mengumpulkan data terkait dengan subyek peneldam sumber online yang

diampu subyek penelitian dan dari penelitian-péaeliterdahulu terkait subyek

penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancaeadalam.

Wawancara mendalam dipilih sebagai cara pengumpd&a primer karena

penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal gganenggunakan pendekatan
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fenomenologis. Dengan wawancara mendalam bisai digal yang tersembunyi
di sanubari seseorang, apakah menyangkut masauampaa kini maupun masa
depan (Bungin, 2003: 65 — 67)

Pelaksanaan pengumpulan data baik primer maupumdek realitas di
lapangan, tidak didukung semua subyek penelitidl, BWI, PPPA-Daqu dan
Water bersifat kooperatif dengan memberikan semata taik data sekunder
maupun wawancara mendalam dengan informan. BMH, B PKPU kurang
kooperatif, dibutuhkan proses lama untuk meyakinka@reka bisa menjadi
subyek penelitian. BMH berdalih tidak mengelola afakuang dan hanya
mengelola wakaf konvensional. BMM berdalih wakahgia/ang dikelola sangat
sedikit dan tidak layak untuk diteliti. PKPU tidakemberikan alasan yang jelas,
peneliti diterima setelah mendapatkan kontak perfsmgsung dengan calon
informan dan meyakinkan pentingnya PKPU sebagairimdn dalam penelitian
ini. YWBNB sampai penelitian ini dilakukan tidak mexima secara formal
sebagai subyek penelitian. Peneliti berhasil memekaiua YWBNB dan
menjadikan sebagai informan dalam penelitian inamasebuah seminar wakaf
uang yang diadakan oleh BWI.

Data sekunder dalam penelitian ini, adalah data yhperoleh dari data
online yang diampu oleh lembaga yang dijadikan skipenelitian. Permintaan
data tertulis terhadap subyek penelitian hanyaritide oleh BWI. Lembaga
pengelola wakaf selain BWI semuanya menjawab seralytereka menegaskan
semua data yang diminta telah dipublikasikan disitebyang bersangkutan. Data

yang dipublikasi oleh subyek penelitian, khususngekait dengan laporan
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perkembangan dana wakaf uang, banyak tidak lengkhpsus BMH, laporan
perkembangan dana wakaf tidak dipublikasikan di siteb bersangkutan.
Permintaan tertulis tidak ditanggapi.

Majalah dan buletin terbitan resmi subyek penelitnenjadi alternatif
lain pengumpulan data sekunder. Hal ini dilakukanghn meneliti bulletin BMH
News, Buletin PPPA-Daqu, dan ESQ News. Sumberngkkuini menutupi
kekurangan data dari data online website yang bgkseian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah anuberjalan seiring
dengan proses penelitian berlangsung. Secara piroses analisis dilakukan
dalam tiga tahapan
1) Reduksi data, yakni sebuah proses mempertajam, linemmemfokuskan,

membuang dan menyusun data dalam suatu cara di kesirapulan akhir

dapat digambarkan dan diverifikasi (Emzir, 2010)1L¥®roses analisis data ini
dilakukan sejak proses penyiapan wawancara mendséanpai data hasil
wawancara diperoleh. Data hasil wawancara ini mgrdeuman (2003: 442)
sebagai data mentah.

2) Model data (data display) yaitu suatu kumpulannmiasi yang tersusun yang
membolehkan pendeskripsian kesimpulan melakukadaksn. Modelnya
dilakukan dengan dua model yakni model naratif miadel matrik dan grafik.
Penggabungan dua model ini dalam dalam analisaptdisplay akan lebih
memudahkan daripada hanya sekedar memanfaatkan nevdéf saja. Data

hasil proses analisis tahap ke-2 ini dalam konsepnin disebut dengan
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istilah data terekam (Neuman (2003: 442).
3) Penarikan kesimpulan atau dalam istilah Neumanabhddhta 3 berisi data
yang telah terseleksi dalam laporan akhir.
Secara diagram alur analisis data yang diadaptasi dlagram yang

digambarkan oleh Neuman (2003:442) sebagai berikut:

Diagram 1

Analisis Data

Reduksi Data

L X @ ~ 0

Display Data R
Penarikan Simpulan
Sortir-
Wawancara ) Rekaman coding- -
— | Data = Data Data
mendalam Suara — > ——> | klasifikasi — =) 3
1
interpretasi
- elaboras
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G. Desain Pendlitian

Proses penelitian dilakukan dengan tahapan-tahegizagai berikut
Tabel 5

Desain Penelitian

Aktivitas Bentuk Sumber Teknik

data Pengumpulan

I Penyusunan kerangka teoretisSekunder Literatur Studi Pustaka

[ Deskripsi  profil  lembaga Sekundenn Dokumen | Seleksi

obyek penelitian Lembaga | dokumen
[l Deskripsi implementasi wakafPrimer Informan | Wawancara
uang terpilin Mendalam

H. Struktur Bahasan

Disertasi ini merupakan penulisan hasil kajian &tsgal perilaku
pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Sebagai kagdn sosio-legal, disertasi
ini memberikan deskripsi teoretis dan empiris jpéril pengelolaan wakaf uang di
Indonesia. Relasi antara kajian teoretis dan em@aiam pengelolaan wakaf uang

yang dipaparkan dalam disertasi ini tergambar ssbema tabel berikut ini:



29

Diagram 2

Relasi Kajian Teoretis dan Empiris Pengelolaan \Waleang di Indonesia

kajian teoretis hukum wakaf uang

(kajian pustaka)

Wakaf dan Wakaf Uang wakaf uang dan regulasi di indonesia

konseptualisasi perilaku pengelolaan wakaf uang

(Kajian Pustaka)

manajerial: filantropi keadilan sosial dan bisnis

hukum: perubahan hukum dan efektifitas hukum .
sosial

Perilaku pengelolaan wakaf uang
(kualitatif)

pemahaman dan pengelolaan wakaf uang di kecendrungan perkembangan pengelolaan wakaf
indonesia uang di indonesia

(BAB 1) (BAB IV)

Disertasi ditulis dengan struktur sebagai berikut:
1) BAB | Pendahuluan terdiri dari latarbelakang masafgermasalahan, tujuan
penelitian, signifikansi penelitian dan metode piénaa.
2) BAB Il merupakan kerangka teoretis terkait kajiarsie-legal pengelolaan
wakaf uang di Indonesia. Dalam bab ini dibahasarkgka teoretis sosio-legal,
perilaku dan efektifitas hukum, filantropi keadilansial, konsep wakaf dan

wakaf uang dan regulasi wakaf dan wakaf uang diriedia.
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BAB Il merupakan paparan hasil penelitian untuknjae/ab permasalahan
wakaf uang terkait pemahaman, penerimaan terhadagulasi, dan

penerapannya oleh sembilan lembaga pengelola wakad/tunai nasional.
Dalam bab ini dibahas perbedaan nomenklatur antateaf uang dengan
wakaf tunai, alasan perbedaan nomenklatur  dan ikegdhya pada

kelembagaan, perlakuan terhadap asset, dan maugipaan wakaf.

BAB IV merupakan paparan hasil penelitian untuk jaemab permasalahan
wakaf uang terkait perkembangan pengelolaan wakaf wleh lembaga-
lembaga pengelola wakaf uang pasca enam tahun afigkdnnya di

Indonesia. Dalam bab ini dibahas perkembangan titiflpencapaian wakaf
uang, sikap lembaga pengelola wakaf uang/tunaadeyh penegakan UU No.
41/2004, efektifitas penegakan UU No. 41/2004 lk&gnajuan pengelolaan
wakaf uang, arah perkembangan kelembagaan pengedéidaf uang dalam
prespektif filantropi keadilan sosial dan bisnisiab

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



